BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.55, 2010 KEMENTERIAN KEUANGAN. DIPA Luncuran.
PNPM Mandiri. Penyusunan. Pelaksanaan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 /PMK.05/2010
TENTANG

PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN
ANGGARAN LUNCURAN (DIPA-L) PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI TAHUN
ANGGARAN 2009 SEBAGAI ANGGARAN BELANJA TAMBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa dalam rangka kesinambungan pelaksanaan
kegiatan-kegiatan untuk mempercepat penanggulangan
kemiskinan, Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)
dalam Program/Kegiatan Nasionad Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2009,
dapat diluncurkan pelaksanaannya sampai dengan akhir
April 2010;

b. bahwa program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada
huruf atelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan
Rakyat dan telah dituangkan dalam Undang-Undang
Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan
BelanjaNegara Tahun Anggaran 2010;
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Menimbang

M enetapkan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Penyusunan dan Pelaksanaan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Luncuran (DIPA-L)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Mandiri Tahun Anggaran 2009 Sebagai Anggaran Belanja
Tambahan Tahun Anggaran 2010;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang K euangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5075);

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN DAFTAR
ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN LUNCURAN
(DIPA-L) PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASY ARAKAT (PNPM) MANDIRI TAHUN
ANGGARAN 2009 SEBAGAI ANGGARAN BELANJA
TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2010.
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BAB |
PROGRAM/KEGIATAN YANG DILUNCURKAN
DAN SUMBER PENDANAAN

Pasal 1

Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
dalam DIPA Tahun Anggaran 2009 yang belum diselesaikan sampai
dengan akhir Tahun Anggaran 2009 dapat diluncurkan pelaksanaannya
pada Tahun Anggaran 2010.

Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM) yang terdiri dari:

a. Program Pengembangan Kecamatan (PPK);
b. Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (PPKP);
c. Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan (PPIP); dan

d. Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus
(P2DTK).

Pasal 2

Pendanaan untuk penyelesaian Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
bersumber dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) Tahun Anggaran 2009.

Pendanaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan dari
pagu anggaran belanja:

a. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa— Kementerian
Dalam Negeri untuk Program Pengembangan Kecamatan (PPK);

b. Direktorat Jenderal Cipta Karya- Kementerian Pekerjaan Umum untuk
Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (PPKP) dan Program
Pengembangan Infrastruktur Perdesaan (PPIP); dan

c. Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal untuk Program
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK).

d. Peluncuran Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) Mandiri dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara-Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2010.
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BAB Il

TATA CARA PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

(1)

(2)

3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pasal 3

Setelah Tahun Anggaran 2009 berakhir, Kuasa Pengguna Anggaran Satuan
Kerja melakukan rekonsiliass sisa dana Program/Kegiatan Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang belum dicairkan dengan
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat sesua dengan
program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yang
dituangkan dalam Berita Acara dan dilengkapi dengan lampiran yang
dibuat sesua dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran |
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Kepala KPPN menyampakan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada Kepaa Kantor Wilayah Direktorat Jenderd
Perbendaharaan paling lambat pada tanggal 13 Januari 2010 sebagai bahan
penelaahan DIPA-L.

Satuan Kerja berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menyusun Konsep DIPA-L dan menyampaikan kepada Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling lambat pada tanggal 15 Januari
2010.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan bersama
Satuan Kerja terkait melakukan penelaahan DIPA-L dan Konsep DIPA-L
menggunakan format sebagaimana ditetgpkan dalam Lampiran Il dan
Lampiran |11 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

DIPA-L ditetapkan oleh Bupati/Walikota/Sekretaris Daerah terkait dan
Surat Pengesahan DIPA-L ditetapkan olen Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Penyelesasian DIPA-L olen Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan serta instans terkait paling lambat pada tanggal 22 Januari
2010 dan telah diterima Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
paling lambat padatanggal 29 Januari 2010.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengirimkan DIPA-L yang telah
disahkan kepada Direktur Jenderal Anggaran sebagal bahan penyusunan
Rancangan Undang-Undang APBN-P Tahun Anggaran 2010 paling lambat
padatanggal 5 Februari 2010.
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BAB IlI
BATASWAKTU PENCAIRAN DANA
Pasal 4
Batas waktu pengajuan permintaan pencairan dana Program/Kegiatan Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 adalah tanggal 30 April 2010.
BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
Pasal 5

(1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab
sepenuhnya atas pelaksanaan DIPA-L Tahun Anggaran 2009.

(2) Laporan keuangan atas pelaksanaan DIPA-L Tahun Anggaran 2009
disampaikan kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara
bersamaan dengan lgporan pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2010
semester | Tahun 2010 sesual dengan Sistem Akuntans dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku padatanggal 1 Januari 2010.

Agar setigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 1 Februari 2010
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta
padatanggal 1 Februari 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALISAKBAR
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